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Meninbang              : a.    bahwa    dalam    rangka    meningkatkan    akses    pendidikan
madrasah   yang   belmutu,   perlu   memberikan   kesempatan
masyarakat   melalui   organisasi   berbadan   hukum    untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b,    bahwa  nasa  berlaku  izin  operasional/pendirian  madrasah
sebagaimana tercantum dalam I.anpiran Keputusan ini telah
habis;

c.    bahwa  madrasah  sebagaimana  tercantum  dalam  I.ampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian / operasional madrasah;

d,    bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam   huruf  a   huruf  b  dan  huruf  c,   perlu  menetapkan
Keputusan    Kepala    Kantor    Wilayah    Kementerian    Agama
Provinsi      Jawa      Timur      tentang      Perpanjangan      Izin
Pendirian/Operasiond MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL
ULUM   GRUJUGAN   KIDUL   KABUPATEN   BONDOWOS0
Provinsi Jawa Timur.

Men8in8at :  1.    Undang-Undang    Nomor    20  Tahun  2003    tentang    Sistem
Pendidikan  Nasional  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tanbahan I.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301 );

2.    Per.aturan Pemerintah Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4496)  Sebagaimana  tefah  diubah  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    13    Tahun    2015    tentang
Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3.    Per.aturan    Pemerintah    Nomor    48    Tahun    2008    tentang
Pendanaan Pendidikan  (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2008 Nomor 91, Tanbahan liembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

4.    Peraturan    Pemerintah    Nomor    17    Tahun    2010    tentang
Pengelolaan    dan    Penyelenggaraan    Pendidikan    (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     5150)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  66  Tahun  2010  tentang  Pembahan  Atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan    Pendidikan    (I+embaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2010   Nomor   112,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang   Standar   Sarana   dan   Prasarana   Untuk   Sekolah
Dasar/ Madrasah          Ibtidaiyah,          Sekolah          Menengah
Pertama/Madrasah    Tsanawiyah,    dan    Sekolah    Menengah
Atas/ Madrasah Aliyah;

6.    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang     Standar     Pelayanan     Minimal     Pendidikan     di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peratul.an
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23  Tahun  2013
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Menteri    Pendidikan
Nasional  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7.    Peraturan   Menteri  Agama   Nomor  90  Tahun   2013   tentang
Penyelenggaraan      Pendidikan       Madrasah,       sebagaimana
dimaksud dengan Peraturan Menteri Agana Nomor 66 Tahun
2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agana
Nomor 90 Tahun 2013;

8.    Keputusan  Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  1385
Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Pendirian  Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9.    Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor  5885
Tahun   2015   tentang   Petunjuk   Teknis   Pelpanjangan   lzin
Pendirian  Madrasah,  Penerbitan  Surat  Keputusan  Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan       : Rekomendasi     dari     Kepala     Kantor     Kementerian          Agama
KABUPATEN                                 BOND OWOSO                                 Nomor:
Kd.15.6/2/PP.00.2/ 1929/2016 Tanggal  18 April 2016;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan KEF'UTUSAN  KEPAIA KANTOR  WIIAYAI+  KEMENTERIAN  AGAMA
TENTANG     PEMBERIAN     IZIN     PENDIRIAN     /     OPERASI0NAL
MADRASAII   IBTIDAIYAII   MIFTAHUL  ULUM   GRUJUGAN   KIDUL
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR.



KESATU

KEDUA

KETIGA

: Memberikan  perpanjangan  izin  pendirian/operasional  madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lanpiran yang
merupakan bagian tidalc terpisahkan dari Keputucan ini.

: Pemberian izin operasional sebagainana dimaksud dalam Diktum
KESATU   dapat  dicabut  apabila   madrasah  yang  bersangkutan
melakukan   pelanggaran   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoaljo
pada tanggal 2 Mei 2017



LAMPIEN
KBPUTUSAV KEPAIA KANTOR
WILAYAII KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2412 TAHUN 2017
TENTANG
PEM BERIAN IZIN PENDIRIAI\V OPERASIONAL
MADRASAli IBTIDAIYAII MIFTAIIUL ULUM
GRUJUGAN KIDUL
KABUPATEN BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAII YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1 Nana Madrasah MIFTAHUL ULUM GRUJUGAN KIDUL

2 Nomor Statistik Madrasah 111235110024

3 Alamat Madrasah JL.  TAMANAN NO.12

DESA GRUJUGAN KIDUL

KE CAMATAN GRUJUGAN

KABUPATEN BONDOWOSO

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nana Organisasi Penyelenggara YAYASAN MIFTAIIUL ULUM GRUJUGAN
KIDUL

5 Akte Notaris Orgahisasi NO.  1390, HJ. ALIYAII MAIIYUDIN

Penyelenggara SUHARMAN, SH. MH.Sp.N.

6 Pengesahan           Akte           Notaris AHU-4832.AH.01.08.TAHUN 2013 /

Organisasi Penye lenggara 28 AGUSTUS 2013


